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BUPATI SERDANG BEDAGAI 

PROVINSI SUMATERA UTARA 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI 
NOMOR  1  TAHUN 2022 

 

TENTANG 

BADAN USAHA MILIK DAERAH 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI SERDANG BEDAGAI, 

Menimbang : a. bahwa Badan Usaha Milik Daerah mempunyai peranan 
yang penting dalam mencapai tujuan negara guna 

mewujudkan kesejahteraan masyarakat; 
b. bahwa dalam rangka pembangunan bidang ekonomi yang 

berperan sebagai sarana penunjang kehidupan masyarakat 

di Kabupaten Serdang Bedagai; 
c. bahwa diperlukan pengaturan mengenai Badan Usaha Milik 

Daerah di Kabupaten Serdang Bedagai yang sesuai dengan 

perkembangan; 
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan 
Peraturan Daerah tentang Badan Usaha Milik Daerah; 

 

mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang 

Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang 
Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6573); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang 
Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6173); 
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Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI 

dan 

BUPATI SERDANG BEDAGAI 

 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BADAN USAHA MILIK 

DAERAH 
 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Serdang Bedagai. 

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh 

Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas 
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya 
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana 

dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945. 

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 
pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 
yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

4. Bupati adalah Bupati Serdang Bedagai. 

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah 
Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur 

penyelenggara pemerintahan daerah. 

6. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan 

usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah. 

7. Direksi adalah organ BUMD yang bertanggung jawab atas pengurusan BUMD 
untuk kepentingan BUMD, serta mewakili BUMD baik di dalam maupun di 

luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. 

8. Dewan Pengawas adalah organ perusahaan umum daerah yang bertugas 

melakukan pengawasan dan memberi nasihat kepada Direksi dalam 
menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan umum daerah. 

9. Komisaris adalah organ perusahaan perseroan Daerah yang bertugas 

melakukan pengawasan dan memberi nasihat kepada Direksi dalam 
menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan umum daerah. 

10. Kepala Daerah yang Mewakili Pemerintah Daerah dalam Kepemilikan 

Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada Perusahaan Umum Daerah yang 
selanjutnyaa disebut KPM adalah organ perusahaan umum daerah yang 

memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum daerah dan 
memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau 
Dewan Pengawas. 
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11. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah 
organ perusahaan perseroan Daerah yang mempunyai wewenang yang tidak 

diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris. 

12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya 

disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 
(lima) tahun. 

13. Rencana Kerja Anggaran Perusahaan yang selanjutnya disingkat RKAP 

adalah rencana kerja dan anggaran wajib yang dibuat untuk mencapai 
rencana atau tujuan perusahaan untuk masa mendatang. 

 

 
BAB II 

MAKSUD DAN TUJUAN 

Pasal 2 

Pendirian BUMD dimaksudkan untuk: 

a. memberikan kontribusi bagi perkembangan perekonomian Daerah pada 
umumnya dan penerimaan Daerah pada khususnya; 

b. menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan 
oleh sektor swasta dan koperasi melalui mekanisme korporasi; dan 

c. turut memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan 

ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat melalui program kemitraan. 
 

Pasal 3 

Pendirian BUMD bertujuan untuk memberikan kemanfaatan umum bagi 
masyarakat dan untuk mendapatkan keuntungan guna menambah sumber 

pendapatan asli Daerah selain pajak Daerah dan retribusi Daerah. 
 
 

BAB III 
PENDIRIAN BUMD 

Pasal 4 

(1) Pemerintah Daerah dapat mendirikan BUMD dengan cara memisahkan 
sebagian harta kekayaannya sebagai penyertaan modal. 

(2) Pendirian BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan 
Peraturan Daerah. 
 

Pasal 5 

(1) BUMD terdiri atas: 

a. perusahaan umum Daerah; dan 
b. perusahaan perseroan Daerah. 

(2) Perusahaan umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 

merupakan BUMD yang seluruh modalnya dimiliki oleh Daerah dan tidak 
terbagi atas saham. 

(3) Perusahaan perseroan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 

merupakan BUMD yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi 
dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu 

persen) sahamnya dimiliki oleh Daerah. 
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BAB IV 
BIDANG USAHA 

Pasal 6 

(1) Bidang usaha perusahaan umum Daerah diprioritaskan pada usaha yang 

menguasai hajat hidup orang banyak. 

(2) Perusahaan perseroan Daerah dapat melakukan kegiatan usaha di bidang 
usaha yang terbuka dalam arti seluas-luasnya. 

(3) Dalam melakukan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) perusahaan 
perseroan Daerah dapat membentuk anak perusahaan. 

(4) Pembentukan anak perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib 

dituangkan dalam RPJMD dan/atau RKAP melalui RUPS. 
 

 
BAB V 
MODAL 

Pasal 7 

(1) Sumber modal BUMD terdiri atas: 

a. penyertaan modal Daerah; 
b. pinjaman; 
c. hibah; dan 

d. sumber modal lainnya. 

(2) Dalam rangka memperbesar modal dasar atau memenuhi modal dasar yang 
telah ditentukan dan/atau memperkuat kondisi keuangan BUMD, 

Pemerintah Daerah dapat melakukan penyertaan modal, yang terlebih 
dahulu ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal dan 

penganggarannya dituangkan dalam Peraturan Daerah tentang anggaran 
pendapatan dan belanja daerah tahun berkenaan. 

(3) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 

bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah yang ditetapkan 
dengan Peraturan Daerah. 

(4) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa 
uang dan barang milik Daerah. 

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyertaan dan penatausahaan 

modal Daerah dalam rangka pendirian atau penyertaan ke dalam modal 
perusahaan umum Daerah dan/atau perusahaan perseroan Daerah diatur 
dengan Peraturan Bupati. 

 
 

BAB VI 
ORGAN DAN STRUKTUR ORGANISASI 

Bagian Kesatu 

Umum 

Pasal 8 

(1) Pengurusan BUMD dilakukan oleh organ BUMD. 

(2) Organ BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada perusahaan umum 
Daerah terdiri atas: 

a. KPM; 
b. Dewan Pengawas; dan 
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c. Direksi. 

(3) Organ BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada perusahaan 

perseroan Daerah terdiri atas: 
a. RUPS; 

b. Komisaris; dan 
c. Direksi. 

 

Bagian Kedua 
KPM 

Pasal 9 

Bupati tidak bertanggung jawab atas segala akibat perbuatan hukum yang 
dibuat oleh perusahan umum Daerah dan tidak bertanggung jawab atas 

kerugian perusahaan umum Daerah melebihi nilai kekayaan daerah yang telah 
dipisahkan ke dalam modal perusahaan umum Daerah, kecuali apabila Bupati: 
a. baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad tidak baik 

memanfaatkan perusahaan umum Daerah semata-mata untuk kepentingan 
pribadi; 

b. terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perusahaan 
umum Daerah; atau 

c. langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan 

kekayaan perusahaan umum Daerah. 
 

Pasal 10 

(1) KPM memberikan persetujuan atas kebijakan pengembangan usaha 
perusahaan umum Daerah yang diusulkan oleh Direksi. 

(2) Kebijakan pengembangan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
diusulkan oleh Direksi kepada KPM setelah mendapat persetujuan dari 
Dewan Pengawas. 

 
Bagian Ketiga 

RUPS 

Pasal 11 

(1) Bupati mewakili Daerah selaku pemegang saham perusahaan perseroan 

Daerah di dalam RUPS. 

(2) Bupati dapat memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada pejabat yang 
ditunjuk untuk mewakilinya dalam RUPS. 

(3) Pihak yang menerima kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib 
terlebih dahulu mendapat persetujuan Bupati untuk mengambil keputusan 

dalam RUPS mengenai: 
a. perubahan jumlah modal; 
b. perubahan anggaran dasar; 

c. rencana penggunaan laba; 
d. penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, serta 

pembubaran perusahaan perseroan Daerah; 

e. investasi dan pembiayaan jangka panjang; 
f. kerja sama perusahaan perseroan Daerah; 

g. pembentukan anak perusahaan atau penyertaan; dan 
h. pengalihan aktiva. 
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Bagian Keempat 
Dewan Pengawas dan Komisaris 

Pasal 12 

Anggota Dewan Pengawas diangkat oleh KPM dan anggota Komisaris diangkat 

oleh RUPS. 
 

Pasal 13 

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris 
yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut:  
a. sehat jasmani dan rohani; 

b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan,  pengalaman, jujur, perilaku 
yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan 

perusahaan;  
c. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah; 
d. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu 

fungsi manajemen;   
e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;  

f. berijazah paling rendah Strata 1 (S-1); 
g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat  mendaftar pertama 

kali; 

h. tidak pernah dinyatakan pailit; 
i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan  Pengawas, atau Komisaris 

yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin 

dinyatakan pailit;  
j. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan 

k. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon  kepala daerah atau 
calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif. 

 

Pasal 14 

(1) Jumlah anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM dan jumlah anggota 

Komisaris ditetapkan oleh RUPS.  

(2) Jumlah anggota Dewan Pengawas dan anggota Komisaris paling banyak 
sama dengan jumlah Direksi.  

(3) Dalam hal anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris terdiri lebih 
dari 1 (satu) orang anggota, 1 (satu) orang anggota Dewan Pengawas 
diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas atau 1 (satu) orang anggota 

Komisaris diangkat sebagai Komisaris Utama.  

(4) Penentuan jumlah anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan berdasarkan 
asas efisiensi dan efektivitas keputusan, pengawasan, dan pembiayaan bagi 
kepentingan BUMD. 

 
Pasal 15 

Anggota Dewan Pengawas dan anggota Komisaris diangkat untuk masa jabatan 

paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) masa 
jabatan. 

 
Pasal 16 

(1) Dewan Pengawas bertugas:  

a. melakukan pengawasan terhadap perusahaan umum Daerah; dan  
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b. mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan 
pengurusan perusahaan umum Daerah.  

(2) Komisaris bertugas: 
a. melakukan pengawasan terhadap perusahaan  perseroan Daerah; dan 

b. mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi  dalam menjalankan 
pengurusan perusahaan perseroan Daerah.  

(3) Dewan Pengawas wajib: 

a. melaporkan hasil pengawasan kepada KPM; dan 
b. membuat dan memelihara risalah rapat.  

(4) Komisaris wajib: 

a. melaporkan hasil pengawasan kepada RUPS; dan 
b. membuat dan memelihara risalah rapat. 

 
Pasal 17 

Anggota Dewan Pengawas diberhentikan oleh KPM dan anggota Komisaris 

diberhentikan oleh RUPS. 
 

Bagian Kelima 
Direksi 

Pasal 18 

Direksi pada perusahaan umum Daerah diangkat oleh KPM dan Direksi pada 
perusahaan perseroan Daerah diangkat oleh RUPS. 

 

Pasal 19 

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi, yang bersangkutan harus 

memenuhi syarat sebagai berikut: 
a. sehat jasmani dan rohani; 
b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku 

yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan 
perusahaan; 

c. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah; 
d. memahami manajemen perusahaan; 
e. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha  perusahaan; 

f. berijazah paling rendah Strata 1 (S-1); 
g. pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang  manajerial perusahaan 

berbadan hukum dan pernah memimpin tim;  

h. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima 
puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;  

i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau Komisaris 
yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin 
dinyatakan pailit;  

j. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan 
keuangan negara atau keuangan daerah;  

k. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan 

l. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon  kepala daerah atau 
calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif. 

 
Pasal 20 

(1) Jumlah anggota Direksi untuk perusahaan umum Daerah ditetapkan oleh 

KPM dan jumlah anggota Direksi untuk perusahaan perseroan Daerah 
ditetapkan oleh RUPS. 
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(2) Jumlah anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 
1 (satu) orang dan paling banyak 5 (lima) orang. 

(3) Penentuan jumlah anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektifitas pengurusan BUMD. 

(4) Apabila anggota Direksi lebih dari 1 (satu) orang sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2), diangkat salah satu anggota Direksi sebagai Direktur utama. 

 

Pasal 21 

Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan 
dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. 

 
Pasal 22 

Direksi pada perusahaan umum Daerah diberhentikan oleh KPM dan Direksi 
pada perusahaan perseroan Daerah diberhentikan oleh RUPS. 
 

Bagian Keenam 
Struktur Organisasi 

Pasal 23 

Struktur organisasi BUMD ditetapkan sesuai dengan maksud dan tujuan 
didirikannya yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Direksi. 

 
 

BAB VII 

ANGGARAN DASAR BUMD 

Pasal 24 

(1) Anggaran dasar BUMD ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang 
pendiriannya. 

(2) Perubahan anggaran dasar BUMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 

 
 

BAB VIII 
PENGGUNAAN LABA 

Pasal 25 

(1) Setiap tahun buku perusahaan umum Daerah wajib menyisihkan jumlah 
tertentu dari laba bersih untuk cadangan. 

(2) Penyisihan laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 

sampai cadangan mencapai sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) 
dari modal perusahaan. 

(3) Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum mencapai 20% 
(dua puluh persen) dari modal perusahaan, hanya dapat dipergunakan 
untuk menutup kerugian yang tidak dapat dipenuhi oleh cadangan lain. 

 
Pasal 26 

Penggunaan laba bersih perusahaan umum Daerah termasuk penentuan jumlah 

penyisihan untuk cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, ditetapkan 
oleh Bupati. 
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BAB IX 
PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN, DAN  

PEMBUBARAN BUMD 

Pasal 27 

(1) Penggabungan dan peleburan BUMD dapat dilakukan dengan BUMD lain 
yang telah ada. 

(2) Pengambilalihan BUMD dapat dilakukan oleh BUMD lain. 

(3) Penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan BUMD sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Daerah. 
 

Pasal 28 

(1) Pembubaran BUMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 

(2) Sisa hasil pembubaran BUMD disetorkan langsung ke kas Daerah. 
 

Pasal 29 

Dalam hal penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran BUMD, 
kepentingan BUMD, pemegang saham atau pemilik modal, pihak ketiga, dan 

karyawan BUMD harus mendapat perhatian. 
 
 

BAB X 
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

Pasal 30 

(1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap pengurusan BUMD. 

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh: 

a. Sekretaris Daerah; 
b. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan 

teknis BUMD; dan 

c. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan 
atas permintaan Sekretaris Daerah. 

(3) Sekretaris Daerah melaksanakan pembinaan terhadap pengurusan BUMD 
pada kebijakan yang bersifat strategis. 

(4) Pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis 

BUMD mempunyai tugas melakukan: 
a. pembinaan organisasi, manajemen, dan keuangan; 
b. pembinaan kepengurusan; 

c. pembinaan pendayagunaan aset; 
d. pembinaan pengembangan bisnis ; 

e. monitoring dan evaluasi; 
f. administrasi pembinaan; dan 
g. fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah. 

(5) Penetapan pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi 
pembinaan teknis BUMD disesuaikan dengan perangkat Daerah atau unit 
kerja pada perangkat Daerah yang menangani BUMD. 

 
Pasal 31 

(1) Pengawasan terhadap BUMD dilakukan untuk menegakkan Tata Kelola 
Perusahaan Yang Baik. 
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(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh 
pengawasan internal dan pengawasan eksternal. 

(3) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh 
satuan pengawas intern, komite audit, dan/atau komite lainnya. 

(4) Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh 
Pemerintah Daerah dan DPRD. 

(5) Pengawasan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 

dilaksanakan oleh pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan 
fungsi pengawasan. 

 

 
BAB XI 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 32 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Serdang 
Bedagai. 

 
Ditetapkan di Sei Rampah 
pada tanggal 10 FEBRUARI 2022 

BUPATI SERDANG BEDAGAI, 
 

 ttd 
 

DARMA WIJAYA  

 
  

Diundangkan di Sei Rampah 

pada tanggal 10 FEBRUARI 2022 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI, 

 
 ttd 
 

H. M. FAISAL HASRIMY 
 

 
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN        

NOMOR  

 
NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI 

PROVINSI SUMATERA UTARA  ( 1  - 3 /2022) 

 

 Salinan Sesuai Aslinya 

KEPALA BAGIAN HUKUM 
SETDAKAB SERDANG BEDAGAI 
 

 ttd 
 
ABDUL HAKIM SORIMUDA HARAHAP, SH 

NIP. 197312212001121002 


